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TENTANG 

JiENUNJUKAN J..:.UASA PENGGUNA \;\JGGARAN, PEJABAT YANG BERTlJGAS MELAKUKAT\
 
TINDAKAN YANG MENGAKIBi\TKAN PENGELUARAJ\' ANGGARAN BEl.\\JJA
 

(PEJABATPEMBUATKOMITMP-i), PEJABATYA'\iG BERWENANG MENGL;n DAN
 
MENANDATANGANI SURAT PER1NTAH MEtvlBAYAR (PEJABAT Sp~n BENDAHARA
 
PENGELUA~-\N ANGGARl\}; PEN'DAPATAN D"-\N BELANJA Nr:GARA IAPBN,
 

DEKONSENTRASI PADA B/\DAN PEMBERDAYAAN MASYi\RA.KAT DAN
 
PEMERfNTAHAN DESA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAl'J 2011
 

Gl iBERNUR lAMPL~G. 

vembaca	 Surat Kepala Badan Pernberdayaan Masyarakat dan Pernerintahan Desa Daerah 
Provinsi Lampung Nomor 90010·tll.08 i20 11 tanggal 4 Januari 2011 perihal 
Usulan Kuasa Pengguna Anggaran, Penanda Tangan SPM. Bendahara Pengeluaran 
dan Pejabat Pembuat Komitmen APBNlDekonsentrasi Tahun Anggaran 20 II. 

Menimbang a,	 bahwa dalam rangka tertib administrasi. kelancaran pelaksanaan dan 
pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN)lDekonsentrasl Tahun Anggaran 201 I pada Badan 
Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung, 
dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas 
rnelakukan tindnkan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja 
(Pejabat Pembuat Komitmenj, Pejabar yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). Bendahara 
Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBNlfDekollsent:rasl. 
yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi keuangan dan 
efekriviras kegiaran dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara'Lembaga 
(RKA-KL) yang bersangkutan: 

b.	 bahwa PejabatlPt:gawai Negeri Sipil yang Nama. NIP. dan Pangkat sebagaimana 
tercantum dalam Lumpiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi 
syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabar yang 
bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pernbuat Komitmen). Pejabat yang berwenang menguji dan 
menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM). Beudahara 
Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)iDekonsentrasi. 
pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Provinsi 
Lampung Tahun Anggaran 2011: 

c.	 bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan Imruf b tersebut di atas. agar 
peJaksanaaIllly·a .lapat	 bc~ialan tcrtib. dipalldillle pcrtu urrcnuujuj; rucngangkat 

Kuasa Pengguna Anggaran. rcjilbill yang bcrtugas mclakukan nndakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pernbuat Komitmen l. 
Pejabat yang berwenang rnenguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar 
(Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN)JDekonsentrasi. pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan 
Pemerintahan Desa Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan 
Keputusan Gubemur Lampung: 



.t\ lengingat 

\ Iemperharikan : 

l\Jenetapk:ln 

KESATC 

KEDUA 

1. Undang-Undang Nornor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara : 

2.	 Undang-Undang l\omor 32 Tahun 2004 ten tang Pernenntahan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Lndang 
Nomor 12 Tahun 2(1108: 

3.	 Undang-Undang Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: 

4. Peraturan	 Pemerimah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi. dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: 

5.	 Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendaparan dan BeJanja Negara sebagaimana telah diubah dengan 
Kepurusan Presiden Nornor 72 Tahun 2004: 

6. Peraturan Daerah	 Provinsi Lampung NomOI J2 Tahun 2009 tenrang Organisasi 
dan Tatakerja lnspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung: 

Peraruran Direktur .ienderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER

66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan
 
Pembayaran Atas Behan Anggaran Pendapatan dan BeJanja Negara.
 

MEMlJTUSK..A1" : 

KEPUTUSAN GLJBERNUR TENiANG PENUNJUKAN KUASA PE"';GGL~\ 

ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTI1GAS MELAKUKAN TI'\DAK-\N 
YANG MENGAI'-lBATK.AN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA 
(PEJABAT PEMBU\T KOMIThlEN), PEJABAT YANG BERWE}.;ANG 
MENGUJI DAN \1ENANDATANGA~1 SURAT PERINTAH l\lE1\1BAYAR 
(pEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARi\.N ..-\'\GGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA '\iEGARA (/\PBN)f DEKONSENTRASI 
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAK.\T DAN PEMERI'\TAHA~ 

DESA DAERAH PRCIVINSI LAMPUNG TAHl.TN ANGGARAN 201 i 

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana 
tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dankolom 9 sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang 
berwenang menguji elm menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SP"\11. 
Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegraran sebagaimana tercanrum 
dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini. 

Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai rugas, kewaiiban dan wewenang sebagai 
berikut: 

a.	 bertanggung jawub baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan 
kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA). Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
(RKA-KL) yang bersangkutan; 

b.	 bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya: 

c.	 rnenyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 
10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan 
yang lalu; 

d.	 menyampaikan Iaporan buIanan selamnar-lambamya pana tanggal 10 tsepuium 
tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu: 

e.	 menyampaikan laporan triwulan selambat-lambarnya I (satu) bulan setelah 
berakhirnya triwulan yang bersangkutan: 

f.	 rnengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipunpinnya 
sekurang-kurangnya 1 (sann kali dalam 3 (riga) bulan dan dituangkan dalam 
Berita Acara Pemeriksaan Kas: 
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g.	 wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga 
setiap saar dapat diketahui : 

1.	 bahwa ikatar yang telah dibuatnya tidak melampaui baras anggaran :-ang 
telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran: 

2.	 jumlah nang/dana yang masih tersedia; 
3.	 keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupunkeuangan: dan 
4.	 perbandingan antara rencana kegiatan dengan pe1aksanaan. 

h.	 bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan 
yang tidak sejalan dengan konrrak/spesifikasi teknis; 

i.	 membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dan sisi anggaran 
keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 I satu I bulan 
setelah kegiatan selesai dan I (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran; 

j.	 membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan 
Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut 
kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah: 

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk me1akukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja ,SPf(i 
Kontrak dan mengajukan Surat Pennintaan Pembayaran (SPPl. 

Pejabat yang berwenang menandatangam Surat Perintah Membayar (Pejabat SP}.I) 
mernpunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran 
dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran. 

Bendahara Pengeluaran mempunyai rugas melaksanakan kebendaharaan 
pelaksanaan anggai an belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan. 
menarausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada 
Saruan Kerja serta : 

a.	 wajib menyelenggarakan tara pembukuan secara terrib rum terarur sesuai dengan 
Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332 
MfV19/ I968 tanggal 26 September 1968 tentang Bull! Kas Lmum dan cam 
mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia '\iomor 
217iKMK.03/1990 tanggal 12 Februari 1990 tentang Mekanisme Pembayaran 
dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan 
Menteri Keuangan Republik lndonesra Nomor 523/KfvtK.03/2000 tanggal \4 
Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana. 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas 
Pernbantuan, sell] memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Departemen Keuangan Nomor 606i AMK.06i200-l tanggal 28 Desember :WO~ 

tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun 2005: 

b.	 bertanggungjawab atas isi dan keselamatan kas; 
c.	 menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program I, LKKPl 

paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang bam 
lalu: 

d.	 menyelenggarakan pencatatan seeara tertib dan teratur sehingga senap saat 
dapat diketahui : 

1.	 bahwa ikatan yang. telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran.. Pejabat yang 
bertugas rnelakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran 
Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang 
menandatangani SPM tidak melampaui balas anggaran yang telah tersedia 
dalam tolok ukur alau jenis pengeluaran: 

1.	 jumlah uaJlg./dana yang masill tet'sedia: 
3.	 keadaanJperkembangan kegiatanbail\: fisik maupun keuangan: dan 

4. perbandingan .Ultara rencana keg13tan dengan pelaks.11laan kegiatan 

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berke\\ajiban 
mengkoordinasikan pelaksanaan mgas. kew<!jiban dan wewenang PengeJola 
Anggaran. mengendalikaJl kebijaksanaan yang digariskan dalaJn stmktur kegmtaJl 
dan Petunjuk Oper<Jsioiflal yang dikeluarkan oleh unit-unitlbagian yang bersangkutan 
khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan prograJn kegiatan Juga 
penangb'Ung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasl yang 
dipimpinnya 



KETUJUH	 Mendelegasikan we", enang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang 
Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komirmenj. dan 
Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Mernbayar (Pejabat Sl'M) 
dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN )/Dekonsentra..;i pada Badan Pemberdayaan Masyarakar dan Pemerintahan 
Desa Daerah Prcvinsi Lampung Tahun Anggaran 201 I. yang ditandatangani 
Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah 
Provinsi Lampung. 

~.EDELAPAN	 Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan 
tindakan yang mengakibarkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat 
Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Sural Perintah 
Membayar (Pejabat SPM). dan Bendahara Pengeluaran yang rercantum dalam 
Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPAI tidak sesuai dengan nama yang 
ditetapkan dalam Keputusan ini. maim yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna 
Anggaran, Pejabat vang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan 
pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komirmen), Pejabat yang. 
berwenang rnenguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SP'vl L 
dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(APBN)/Dekonsemras, adalah llama sebagaimana ditetapkan dan tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

KESEMBILAN	 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1011 sampai dengan 31 
Desember 2011, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 
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